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PEHLINDUNGAN HUKLM TERHADAP HAK PATEN
DIKAITHAN DEMNGAN UNDANG-UNDANG NOUTL TAHUN 20

[ Sari Mardayanti, 03140022, Fakollas Hukum Unand, 34 Halaman, 2008)
ADBSTHAK

Patern merupakan salah satu bentok Hak Kekaysan lntelekieal. Schingga untuk
melindungi Paten vang schagan salah satn kekavaen, diperlukan Perlindunpan 1ukum
vang menjamin 51 pemepany Paten ontuk membuat, mengeunakan dan o menjual hasil
invensi { temuaninya, Olch karena itu, di Indenesia tentang Paten ini, disor oleh Undang-
Untdeng No. 14 Tahun 2001, selanjulnva, vang menjadi pokok peemasataban di dalam
penelitian pads skripsi ini adalah Bagaimana Prosedur Pendafaran Hak Paten menurnt
Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, apakah Peclindingan Hukum vang diberikan kepada
sipemegang Paten serta spakeh upaya hukum yang bisa dilakukan oleh sipemegang Paten
lika terjadi pelanggarzn oleh pihak lain, Lintuk melskukan penelitian dalam mengkaji 3
pokok masalah di aas maka Penulis menggunakan Metode Pendekntan Normatf, Data
vang didapat yaitu berupa data sekunder denpan teknii Pengumpulan Data melalod stodi
dokvmen den analisis data vang digunakan secara kualitalil. Dari hasil penelitign, dapat
disimpulkan bahwa Prosedur Pendadflaran Paten dimulai dengan mengajukan Permohonan
Paten secary terulis, dalam Babasa Indimesia kepada Digen HAKE dengan mengaunakan
formulir permohonan Paten vang memuat Tanggal, bulen, tahon permohonan. alamat
lzngkap. nama lengkap pemohon dan kewarganeparan laventor, pemyvataan pemahon
unluk diberi Paten, judul Invensi, kleim yang terkandunp dalam Invensi. deskripsi tentang
Invensi dan abstrak [nvensi, Sedangkan bentuk Perlindungan Flekum yang diberilian
tepada pemegang Paten, vainn: dalam Undang-Undang Moo 14 Tabun 2001 Pasal B4
Pemegang Paten memiliky Hek Ekslusil ontek melaksanakan Paten vang Jdimilikinya dan
melarang pihak tain vang tanpe perselujuanya ontuk Paten Produk dan Daten Proses,
Selamputnya Llpays Hukum vang hisa dilskukan aleh Pesnepang Palen adalzh dengan
menggugat si pelanggar dan mengadukan ke Pengadilan Nianga.
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¢ PENIDAHULAUAN

A LATAR BELAKANG

Perlindungan hukom terhadap invenst di hidang teknologh menjadi terasa semakin
nenting, terulama karena suatu invensi teknologl yang merupakan hasil dava cipta dan
sarva manusia telah terbukt dapat moningkatkan Resejaliterazn hidup manusia karena
adanva maniaat ckonomi vang terdapat didalamnya. Teknologt lelah banvak menyumbeny
dzn berdampak sangal positif bagr kesejahtersan umal manusia,  Invensi dibidang
tehnologh muncul dan berkembang melalub suste upaya serivs melibatkan fakior tenaga,
sk, dan dana yang cukup besar.

Teknalogi dalas kehidupan manusia berperan sangat penting tennasuk dalamnya
sumbanpan teknologi pada kesejahteraan manusia, sehingga teknologi ditempatkan sebagai
=2t vang sangat berharea, Asct ini lerasp semekin berhaga karena proses penemuan din
~enovmbanganva vang tidak sederhana dan sebagei suatu hasil karva pemikiran keeatif dan
novatit sanpat periu dihargai.

Pemilik teknoleei dapnt menikmati hak khosus (hak ekslusifl untuk membual,
renpeunakan dan menjual produknya, Ferlindunpan hukom terhadap teknologi it sendird,
merupakan suatu pengakuan hukum das penghormaotan vang lavak kepada mereka vang
iziah hekerja keras meman.aatkan secard maksimum segendp Kemampuan akal bodinya,
wehingga dupat menpahasilkan sesualu yang bermantfast bagi masvarakat dan bernilai
SR THMTI S,

Dalam era plobalisasi, persaingan global skan sangat herat untok dihadapi. Selain

dengan berkembangnya pasaran dunis dan timbulnva persaingan internasional. dan
nbul pulz derongan  kebutoban  wptuk menggunakan teknelopi yang  paling

—enpuniungkan. Teknologi schagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam industri,



~adir dalam kehilupan manusia hasil percroan. Teknelogi adalah korya intelekiualitas
manusia sehagai hasil rosa, karsa. dan cipta menusia, Dalam kegiaten penclitian
memerlukan tenaga, wakiu dan dang vang hesilnye memiliki nilai den manfaat ekonomi
sehimgea perly diberi perindungan bukum sebagai imbatan kepada weknalogi bary yane
dikatzgorikan sebagai hak milik peroranpan vang sifatnya tidak berwojud vang disebut
paten.

Pada dekade terakhir ini, pembangunan di negars-negara majo tidak lagi bersandar
somata-mala peda sumbcer duva alam, telapi sudah didasarkan pada sumber daya manusia
sz=rg berkunlitas, karena lingginya perlindungan ates karya intelekoual yang mendorong

“reatifitas pars pencipta dan invensi, schingga melabirken karva-karva intelektusl seperti
sk, fagu. kompuler dan invensi-invensi lain dibidang teknologi, Bagi MEEAFL-NEar
sedang berkembang dan terbelakanp, pada wmuwmova pembanguanan bersondar pada
s her daya alam yang saatnya akan habis diekspofitnsi, Di samping it i negare-negaes
“otiembang dan terbelakang . sumberdaya manesia uniuk mengekploiasi sumber dayn
=anusia dari negara maju, dengan akibat menimbulkan kerugion pada negara i
Padz tanggal 1 Agutus 2001 Pemerintah Bepublik Indonesia telah menpundangkan
neang-Undang Repubhk [ndenesin homor 14 1zhun 20001 tentang Paten melalui
smibarnn Megure Republik Indonesia Fabun 2000 Nomor 104, sebagai pengganti Lindang-
wdang Nomor & Tahun 198% jo Undang-undang nomor |3 Tahun 1997,
Perubahan erhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten jo
~lang-Lindang Nomor |3 Tahun [997 dipandang perlu karenos keikutsertazn Indonesia
cxda perjanjian-perianjian internasional,  perkembangan  eknologl,  indestri.  dan
rerdagangan yang semakin pesal,

Walaupun suatu Undang-Undang Paten baru telah divndangkan, penyimpangan

2 pelangparan HAKT masib banvak terjudi karena masih lemazhnva pemahaman hukum



dibidang HAKI pudz vmemnya don Tukum paten pade kKhusosnya, Bungsa [ndonesia telah
menpenal HAKD scjak zaman penjajolon Belanda seperti Unadang-Undang HAKI teluh
diberlakukan seperti Undang-Uindang HAKTD welah diberlakukan pada tahun 1910 sehagai
wantor cabang biro kak milik dari Belanda, Namun, kemudian menjadi Dircktorat Paten
cen Hak milik den Hok Cipta yang Tenstama Melayani pendafalaran merck,

Pada iahun 1933 Indonesiz pernah secara togas mekaloi surst yang ditandatanpani
sleh perdana menteri djugnda, menyatakan mundur dari Kenvensi Bern. Tujuan Perdana
Senteri Djvanda agar bangsa Indenssia dapal memanfiukan hak-lak ntelektual tanpa
qzrus membnyer rovalli atey adenya tuntuten hukum, tetapi ironisoya dealam kendaan bebas
{emikian, bangsa Indonesia tidak berbuat apa-apa. Berbeda dari negara Asia lainya, seperti
Cine Toiwan. Korea, India dan lain-lain megarn, mercke memanfaatkan kesempatan untokl
semransfer segaln macam  dlmu pengetabuan dan feknelopl entuk Repentingan
sembangunan pegaramya Disini tampaknva apa vang telab diciatis oleh Pemerintzh
Divandn tidak sampai ke masyarskal baowah, ke masvarakat Gmiah sendiei pun pesan
rersebul Gdakl tersosialisagi,

Perolehan  Paten bangsa  Indonesia termwsuk peringkat yang rommdab bila
Smandinekan dengan peralehan paten asing, Selama jangka waki dari tzhun 1991 sampai
Jengan tahun 2006, jumiah Paten domestik vang dikabulkan adalah 1931, sedangkan
smilzh peralehan paten asing sclama jangks waktu yang sama adalah 26,960, Dengan
“emikian, sccara persentase perbandingnnys adalah 3.74% berbanding 91.75%. Data ini
~=rhandinganya cukup jelas untus menpalakan tegara kits hanyalah scbagel tempat b
sinak asing wntuk makin mengkakohken dominasinya dibidang dan teknalogi sckalipus
ek makin menjepit dan mematiakn kreativitas bangsa indonesia,

Kondisi yang ada adalab suate pertandingan vang tidek adil. Salsh salu pokok

serspalan yang menjadi sorotan dunia internasional adalah lemahnya penegakon hukum,



fal ini penting karena peclindungan hokom terhadap pemezang Hak Kekayaan Intelekiual
tidak akan ada artinva tanpa perlicdungan bekum.

Masalah lain vang disoroti adalah weniang banyvaknya aparat penegak hukum vang
tdak menperti tentang HAKL tidak adanya spesialisasi aparat penegak hukum yang
menangani perkota HAKL pengajuan bukti aleh Pelist dan Penuntut Umuom sering
fiabaikan, barang hukii yang disita lambat vk dimuesnahkan.

Perlindungen hukum bag snvestor asilg O Indonesa dianggip tidak memadian

s=hingea menghambat bagi upaya menarik investas: asing khosusnya dari Amerika Serikat

=

= Indonesia, kemudian secara menveluruh, Pemerintsh R terkesan lemah dard penerrpan
S LT

Feterbatnsan perlindunpan terhadop HAKED maka i Indonesia ditermphan sebaik-
==iknva Undang-Undang Mamaor 14 thun 2001 fentang Pasen, untuk menindak lanjuti
c=curangnn-kecurangan vang erjadi dalam FLAK]

Keterbatasan pengetobuan pelake usaoha dalam mematenkan produk usahanva
=z penuliy tertarik antuk mengangangkat masalah im menvanpgkut leniang pemberian
serimdunpan hukum terhadep pemesang hak paten berdaserkon Undang-Undang Nomar

= tghun F0G1,  dengan judel @ PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP
FEMEGANG HAK PATEN DIKAITEKAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 14

TAHUN 2001.

= Ferumusan Masalah
Berdasarkan uratan vang telah disebutkan di atas maka dalon penulizan skripsi ini,
=z menjadi permasaiahan adalah:
apaimanakzh prosedur pendafaran hak paten menurot U Mo 14 Tahon 2041

= Apakah periindunpan hukum ving dikerikon kepula pemegang bk paten



BAR IT1

HASHL PENELITIAN DAN PEMBAHASANYA

Habwa paten adaleh suato dari Hak Kekayaan Intelekinal yang dilindungi oleh
hukum. Obch karena iy, terkait pernyvataan ini, maka perbe dibphas 3 hal vakni:

Prosedur Pendaftaran Hak Paten menurut UL Mool whun 20010 perlindungan hukum
wepada pemepang Hak Paten dan Lipaya Hukum vang dapat dilakukan oleh pemepang Hak
Paten o sendirl.

A, Prosedur Pendafiaran Hak Paten menurat LU Mo, 14, Talon 2001,

Pendaflzran Hak Paten oleh pemilik invensi { invetor)atae vang bukan invetor atau
vang punya Hak atas invenst yang bersanpkutan merupakan prosesi awal baginya untuk
mendapatkan Hak Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam bentsk “Paten” pemdafiaran
int dimulai denpan mengajukan Permohonan Paten secara tectalis dalam bahasa Indonesiz
kepada Ditien HAKD dengan menggunakan Formulis persobonan Paten sang memuat
beberapa hal yang diatur oleh UL Ne: 14, Toabuan 2001 .

Didalam UL No. 14, Tahun 2001, Bab 11 permohonan Paten, pada bagizn Pertama
fumum)] pasal 20 berbuenyi: Paten dibertkan atas dasar Permabionan. Selanjuinya pada
Pasal 24 ayat 1: permohenan diajukan sccara tenulis dalam bahasa Indenesin kepada
Direktorar Jenderal HAKD aval (21 permahonan hares memuar:

o, Tanggal, bulan dan whun permahonan

b Alamat lengakap dan olmal jelas pemahon

¢, Mama lengkap dan kewarganegaraan [nvetor

do MNama dan alamat lengakap kuasa apabila pesmobonan digivken melala

sural kuasa
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BAR IV

PENLITUP

A Kesimpulan
ari hasil dan pembahazan vang telah dilakukan, maka dapet disimpolkan schagai
beerikut:

b, Prosedur pendafioran Hak Paten menumet Undong-Undang Mo, 14 Talbu 2001,
dizwali dengan mengajukan permohonan Paten kepada Dien TEAK] secam tertulis
dalam bahasa Indonesia. Pengajean Permohonan Paten vang memuast Tanpgal,
bulan  dan tahun permohonan, nama dan alemat lengkep kuasa, apabila
permahonan  digjukan melalul Surat Kuasa, Sorat kusse Khosus datam had
Fermehonan digjukan oleh kvasa Fukum, Permvatasn permohonan ontek dapat
diberi Paten, judul invensi, Kleim yang lerkandung dalam invensi, pambar yvang
dischutkan dalirm invensi dan abstrak invensi

2. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Pemegane Hak Palen. menuror U1
Mo, 14 Tahun 2001 adalah seperti dalam Pasal 16 Avat (1}

Pemegang Paten memiliki Hak ekslusif untuk melsksanakan Paten vang dimifikinyva dan
melarang pihak lai vang lanpa persetujuanya:
al dalam  hal  paien  preduk membuat. menpgunakon, menjual,
mengimpor, menvewnkan, menverghkan, menvediakan untuk dijual
atau di scwakan produk vang diberi Paten,
by dalam hal Paten proses : menggunakan Proses Produksi yang diberd
Paten uniuk membual barang dan tindakan lainya sehagaimana

dimaksud datam fwruf {a)



3. Sedangkan uvpayve Hukum wang dapat dilakokan oleh si pemegang Hak Paten,
dalam LU Wo. 14 Talon 2000 Pasal 19 @ dalam hal suste produk bmpor ke [adonesia dan
proscs yniuk membuoat produk yang bersamgkutan welah dilindungi Paten vang herdasarkan
UL imi, pemegany Paten proses yvang bersongkutan berbak atas desar ketentuan dalam
Pasal 16 Avat ( 2) melakokan Upava Hukomoterhadap produk vang diimpor gpabila produk
terscbur telah dibuat di Indonesia dengan menggunakon proses vang dilindungi Poten.

Derpan demikian, Permegang Hab Paten bisy mengpugat pihak vang pelanggar vang
mengambil keuntungan dari invensinva melohn Pengadi'an Niapa, Disamping ito,
Pemcpang Hak Paten dapal melakokan pengaduan ke Pengadilan berupa Pidana, atas
pertimbangan bahwa Paten schagal salah satu hentuk HAKIL sehapai benda vang tak

b rwiggud,

B, SARAN
1. Agar perlu dilakokan penclitian lebih faubh tentang Hak Kekavaan Intelektual di
bidang Hak Cipta .
2. Perlu penclitian lebih mendalam tentang Penegakan Hukum Paten dikaitkan dengan

LU Mo, 14, Tahun 2000,

a4
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